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| NOMOR S "TAHUN 2019 . 

TENTANG 

: . | PERUBAHAN KEDUA ATAS. PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 17 

| TAHUN 2011 TENTANG PENGATURAN TANDA NOMOR, (KENDARAAN DINAS | 

: an “DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO aa 
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8 MENGAN BARWAT PERAN YANG, MAHAESA 

kembali tanda omor. Kendaraan. Perorangan Dinas, Kendaraan 

  

. ketertiban, kemudahan : 5 identifikasi dan pengendalian 

| penggunaan. Kendaraaan: .Dinas, perlu dilakukan pengaturan 

    

    bahwa: dengan adanya perubahan. organisasi perangkat. Daerah 

serta. tata urutan Nomor Polisi pada Kendaraan Dinas jabatan di 

-lingkungan : Pemerintah: Kabupaten . Boalemo : perlu. merubah 

& Peraturan Bupati Boalemo Nomor 17 Tahun 2011 tentang 

Pengaturan Tanda Nomor Kendaraaan Dinas Di Lingkungan 

Kabupaten Boalemo, 

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

  hi uruf a dan huruf: b,. .perlu menetapkan Peraturan Bupati       
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Boalemo tentang Perubahan Kedua Atas: “Peraturan Bupati 

3 “Boalemo Nomor 17 tahun 2011 tentang: Pengaturan - Tanda 
ma —me—m—-:NomOr Kendaraan D as di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

  

  

   

  



IL Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan ) 

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia : 

2 Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik - : 

i Indonesia Nomor 38099), sebagaimana telah “diubah dengan i 

an Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan 5 

: Atas Undang -— | Undang Nomor .50 “Tahun 1999 Tentang: 

Ha Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran: Negara Republik 

“Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan. Lembaran Negara 

Ea Republik Indonesia Nomor 3965): Ha i “ 

2. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Ha 

5 Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun wa 

| 2000. Nomor '258, Tambahan Lembaran: Negara. Republik . 

1 Indonesia Nomor 4060), : 0 Un 

3. Undang: Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan | 3 | 

— “Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah an 

: — (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor. 126, 2 

ai Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): Na 

| . Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan . | 

: Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik K An 

. . Indonesia Tahun. 2011 Nomor 82, .Tambahan Lembaran Negara | 

| “ Republik 1 Indonesia Nomor 5234), Bea Ta 

— Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan an 

  

| Daerah (| Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 : 

: Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia | 

Nomor 5587), Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terkahir na 

2 “dengan ) Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2015 tentang | | 

| Perubahan. Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik | Bh 

Indonesia Tahun 2015: Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 567 9): 

5 Peraturan Pemerintah “Nomor 58 Tahun '”2005 tentang” 

Pengelolaan. Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik . 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara i 

| 1 Republik Indonesia Nomor 457 3): 

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara 1D Daerah ( Lembaran : negara : 

Republik Indonesia Nomor. 5533): | | 

«Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 0. 

Daerah. L Lembaran Negara Republik Indonesia “Tahun 2016 

 



. Nomor 114, lampanan Lembaran negara Kepubuk. muonesia | 

: Nomor 5887), 

Peraturan Presiden: Republik Indonesia Nomor 16 Tahun. 2018 

: Tentang Pengadaan Barang 1 Jasa Pemerintah (Lembaran Negara $ 

5 15 2 Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) : 

2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7. Tahun: 2006 tentang ) 

an Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri “Dalam 

: Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Han 

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun | 2006 Tentang 0 

: Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, 

001 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang - 

Pedoman Teknis pengelolaan Barang Milik Daerah, 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

. Pemebentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

2. Indonesia Tahun: 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah . 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 120 Tahun 2018 : Ta 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 

80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah - 

K (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), 

  

.Keputusan Menteri Dalan Negeri Nomor. 49: Tahun 2001 tentang 

Ka Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah: 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang H ig 

Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode barang Daerah Provinsi 

' /Kabupaten Kota, 

15. 
. tentang Pengelolaan Barang Milik: Daerah. ( Lembaran Daerah i - 

16. 

17.1 

Peraturan Daerah kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 20 2014 

Kabupaten Boalemo Nomor 292) 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5. 2 . 

Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan — 

Bermotor: 

Peraturan Daerah: Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2018 Hn 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja e | Daerah Tahun 

Anggaran 2019 G Lembaran Dearah Kabupaten Boalemo Tahun Dasa 

2018 Nomor 5) 

18. Peraturan. Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2018 tentang On 

Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja. Daerah Tahun . 

Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten E Boalemo Tahun 

2018 Nomor "730 i sa | Me 

 



Memperhatikan 1 . : 1. Juklak Kapolri Nomor : Juklak/57 (Uu 1200 4 tanggal 13 sa ) 

Henna Februari 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan sh i 

| Penomoran Kendaraan Bermotor, 

2. SK Kapolda Gorontalo 'Nopol : - Skep/ 132/v/2006 naa 

Tanggal 4 Mei 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan . 

-Penomoran Kendaraan Bermotor. di Wilayah Polda ae 

. Gorontalo, 

: . MEMUTUSKAN : 

|. Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO . 
Do NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PENGATURAN TANDA “ 

' NOMOR — KENDARAAN “DINAS DI . INGKUNGAN 2 
2 PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO. 

Ta Pn Pasal Dan On 
OT 21 Ketentuan Lampiran Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 17 Tahun ) 

1 | 2011 tentang Pengaturan Tanda Nomor Kendaraaan Dinas Di Lingkungan Par an 
. Pemerintah Kabupaten Boalemo, diubah 1 sebagaimana terlampir dalam Peraturan 

  

« 5 Bupati ir ini. at 

Ms ) — Pasalll bana Ona 
5 Hn . Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , agar setiap orang 

3 . mengetahuinya, - memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Boalemo ini . 

: : £ ' dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Boalemo. 

Ditetapkan di Tilamuta 

g ARET 2019” pedafanggal. amp 2019 

     DARWIS MORIDU 

- — Diinlanglan di Tilamuta 

- Pada tanggal | M4     2019 

KABUPATEN BOALEMO 

  

 



U2 1OMOR 
. 1 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPAEN BOALEMO 1 

& : » 

| TanaGaL : | Maret” 2019: 
PERUBAHN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 17 e 6 : 
TAHUN 2011 TENTANG PENGATURAN TANDA NOMOR 

. KENDARAAN DI LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO- 

  

ro | FEJABAT/INSTANSI PENGGUNA “NO. POLISI BARU | 
  

Bupati Boalemo" DMic 
  

3 ah War Bupati Boalemo DM2C 
  

5 | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat! Daerah. 
Kabupaten Boalemo an 

DM3C 
  

an Kepala Kejaksaan Negeri Tilamuta DM4C 

  

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Sa DMsc 

  

aa Ketua Pengadilan Agama Tilamuta DM5 CA 

  

Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo : “Tomec 

  

“om7e 
  “NWakil Ketua DPRD Kab Boalemo DM8c 

  

Ketua Tim Penggerak PKK Kab Boalemo 0 DM9OC 

  

Ketua KKAD Kab Boalemo : Tpmioc 

  CI Inspektur Daerah Kab Boalemo Tpmiic 

  

Asisten Pemerintahan Setda Kab. Boelemo DM 12 

  

. 14: Asisten Ekonomi dan Pembangunan $ Setda 
| Kab. Boalemo: 3 : 

DM13C 

  as Asisten Maa Umum Setda Kab. 

Boalemo 
DM14C 

  

16 Staf Ahli Bupati B3 DMIsc 
  

17 Staf Ahli Bupati. DMI6C 
  

13 Staf Ahli Bupati Dure — 

    19   Staf Ahli Bupati 

  

  Tomisc 
  

 



au Low anu supan. 

            Kepala Dinas Pekerjaan 
21 

ta .IRuang Kab Boalemo 
      

Umum dan Penataan 

DM19C 

DMC “——— 
    

APN 
    

jas 
0 Tea Kepala Badan Perencanaan Kan Pengembangan dan. Penelitian Daerah Kab Boalemo 

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Dasar “kab Boalemo 

| Kepala Badan | Fengalota Rumah Sakit Tani dan . | Nelayan Kab Boalem 
Kepala Dinas Pndlaan Raga Kab. Boalemo. 

  

    

      Pemuda dan Olah 

oMm22c —— 

    

Tone — 

Tomare —   
DM 23 

IDM24C”—— ah 

  

    
  

celdan PA Kab. Boalemo. 

Kepala Dinas 5 Kesehatan Kab, Boalemo 

PMB”. 
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KEP 

  DM7e “—— 

                    
“Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman, Perhubungan dan Pertanahan Kab. Boalemo 
                    DM29c “DG 
                Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Boalemo       DM 30: 5 

  
        

— . 132 TKepala Dinas Penanaman Modal dan ESDM Be Kab,Boalemo : 

  

“IDM31 C 

                
8 33 Kepala Dinas Pertanian Kab. Boalemo 

  

PMR ”——                             
— 6 . 3g Kepala Dinas Kelautan dan Perikanas Rab, ( Ie. IBoalemo ) na 

DM33 

        

u : 35 Mepala Dinas Pangan Kab. Boalemo EN 

  

DM34 GC”         
        

36 - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Tansntgas Ha Kab. Boalemo '    
    

DM35     
    
  

             S1 Kepala Dinas. Kenendudutan dar Catatan Sipil 
| | Kab.Boalemo SAN ara an | 
  
  

  

DM 36 € 

        
            
  
  

  DM37 
            an Pemberdayaan 

: Boalemo : Ag 

Kepala Dinas Sosiai d     
      

(DM38 
    

        

inas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Ustrian dan Perdagangan Kab. Boalemo 
DM39 Cc 

        munikasi,. Informasi, Statistik. "tab. Bonlemo | 
IDm4oC 
               
NE Terra       

  

  

i Pa meng PAS: Desta     

  

IMA ana. 

  

        
 



H
a
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20. Boalemo 

150 

  

ora 
ce Kab. Boalemo : 

Krisia Dinas Perpustakaan dan Areip | Daerah (DM48C 
  

Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Boalemo | DM 44C. 

  “5 1 16 Kepata Badan Narkotika Kab. Boalemo . e DM 25 T 

  

Wakil Ketua TP. PKK Kab. Boalemo 

ii IE en 2 

  

TE Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. 

.|Boalemo : 

DM 1001C 

  

Kepala Bagian Hukum dan “Organisasi K Kab. DM 10020 

  

Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Boalemo DM 1003 C Ta 

  

Keala Bagian Kendanteran Rakyat Serda 
Kab. Boalemo | : 

DM 1004C 

  0 - 
Setda Kab. Boalemo 
Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan. TDM 1005C 2 : 

  

Kepala Bagian Umum Serda Kab. Boalemo DM 1006 C 
  

55 2 Kepala Bagian Humas Setda Kab. Boalemo -. DM 1007C 

  

Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda | 
“Kab. Boalemo | 

DM1008C 
  

(Ea Kepala Bagian KORPRI Setda Kab. Boalemo ta 

  

Gamat Tilamuta BAG DM1010C 
  

Camat Paguyaman Tomioiic 

  

Camat Wonosari : DM 1012C 

  

Camat Botumoito : DM ioisc 
  

Camat Managgu DM 1014C 

  

Camat Dulupi DM 1015C 

  

Camat Paguyaman Pantai . DM 1016 

  

65 Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab. Boalemo DM1017C 

  

66 Kepala Kantor Pertanahan ATR Kah. Boalemo | Tomeic 
    Te7   Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. 

Boalemo. | 

  

  DMC 
  

 



-
.
 

  

68 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Boalemo DM 63C 

  

69 Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Boalemo DM64C 

  

70 Kepala BINDA Kab. Boalemo DM6S5C 

  

71 Pekretariat Pengawas Pemilu Kab Boalemo DM 66C 

  

72 Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. 
Boalemo 

DM 67C 

  

73 Kepala Kantor Pajak ! Pratama Kab. Boaleme DM 68C 

  

74 Kepsia Lembaga Naa akatan Boalemo DM 69C 

  

75 Kendaraan Dinas Operasional Bak Tertutup DM ....£C 
seterusnya 

  

76 Kendaraan Dinas Operasional BUS DM Cc 
seterusnya 

  

71 Kendaraan Dinas Operasional Trek Bak 
Terbuka 

DM Cc 
Seterusnya 

    78   Kendaraan Dinas Roda 3 Baja   DM Cc 
seterusnya 

  

  

 


